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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Safuian 

PERATIJRAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 23 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG 

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG 
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BOJONEGORO 

Menimbang 

Mengingat 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

bahwa untuk mempertancar pelaksanaan realisasi temadap 

Anggaran Tunjangan Komunikasi lntensif dan Biaya Belanja 

Penunjang Operasional Pimpinan OPRO penu diadakan perubahan 

terhadap beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Tunjangan Komunikasi lntensif dan Belanja Penunjang 

Operasional Pimpinan Dewan Pe,wakilan Rakyat Oaerah Kabupaten 

Bojonegoro dan menuangkannya kemba& dalarn Peraturan Supati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 lentang Pembentukan 

Oaerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provlnsi Jawa 

limur (diundangkan pada tanggal 8Agusrus 1950); 

2. Undarig-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

{Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran 

Negara Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pertlendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4456) sebagaimana diubah terakhir deogan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4844); 
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinlahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Nornor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahlm 2009 tentang Majelis 

P8ITllUSyawaratan Rakyat. Dewan PetWakilan Rakyat, Dewan 
Pe!wakilan Daerah, dan Dewan Pe,wakilan Rakyat Daerah ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan 

Kepro!okolan Mengenai Tata Tempat. Tata Upacara dan Tata 

Panghormatan (lembatan Negara Tahun 2000 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Penwkilan Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
90, Tambahan lembaran Negara Nornor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberapa kall, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 T ahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Hornor 79 T ahlll1 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Oaerah (Lembaran Negara Tah1m 2005 Nomor 165, Tambahan 

lembaran Negara Nomor 4594) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan 

lembaran Negara Republik lndooesia Nomor 4 737); 

13. Peraturan Pemerintah Norn°' 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Penyusunan Peraturan Dewan Penwkilan Rakyat Oaerah Tentang 

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; 

14. Peraturan Presiden Nornor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebal1uasan Peraturan Perundang­
undangan; 

15. Peraturan Manieri Oalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang 

Pedoman Peogelolaan Keuangan Oaerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Oalam Negeli Nomor 59 Tahun 

2007; 

16. Peraturan MentSfi Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang 

Jenis dan Bentuk Prodtlk Hukum Daerah : 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Hornor 16 Tahun 2006 tentang 

Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 
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18. Perawran Menteti Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Oaerah, Penganggaran 

dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang 

Operasional Pimpinan Dewan Petwakilan Rakyat Oaerah Serta 
Tata C8ra Pengembalian Tunjangan Komunikasi lntensif Dan 

Dana Operasional ; 
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan PeJWakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 

Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2005 Nomor 1/A), Sebagaimana telah diubah yang terakhir kalinya 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 

2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007 

Nomor 2); 
20. Pera.turan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintah Oaerah Kabupaten Bojonegoro 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2); 
21 . Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegooo Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Organjsasj Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakya1 Oaerah Kabupaten 

Bojonegoro {Lembaran Oaerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2008 Nomor 4); 
22. Peraturan Bupati Nomor 4 T ooun 2009 tentang Tugas Pokok dan 

Fungsi Tata Kerja Sekretariat Oae<ah dan Seluetariat Dewan 

Kabupaten Bojonegoro (Serita Daerah Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 2009 Nomor4); 

MEMUTUSKAN: 

Menelapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG TUNJANGAN 
KOMUNlKASI INTENSIF DAN BEL.ANJA PENUNJANG 
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
OAERAH KABUPATEN BOJONEGORO. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tunjangan 

Komurnl<asi lntensif Dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan P81Wakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro, penu dirubah sebaga• berikut : 

1. Ketentuan pasal 5 ayat (2) yang semula bertiunyi : 

·Tun,angan Komurn'kasi lntensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggariuln 

dalam pos Sektetariat DPRD." 

Selanjutnya diubah sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut 

"Tunjangan Komunikasi lntensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggari<an 

dalam pos anggaran DPRD.' 



 

2. Ketentuan pasal 6 ayat (3) yang semula berbunyi : 

·siaya Belanja Penunjang Operasionol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayal (2) dianggarkan dalam pos Sekrelariat DPRD: 

Selanjulnya "diubah sehingga harus dijulis dan dibaca sebagai berikut: 

"Biaya Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dianggarl<an dalam pos anggaran DPRD." 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundaogkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Kabupalen Bojonegoc'O. 

Ditetapkan di BoJonegoro 
pada tanggal 5 Pebruari 2011 

BUPATI BOJONEGORO 

ttd. 

H.SUYOTO 

Diundangkao di Bojonegoro 
pada tanggal 5 Pebruali 2011 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ttd. 

Q!l. SOEHAOI MOELJONO. MM 
Pembina utama Muda 

NIP. 196001311986031 008 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 N0M0R 23. 

Saijnan sesuai cleflgan asinya 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

Ors:Suttl~ 114M =-
Pembina utarna Muda 

NIP. 196001311986031 008 


